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Pasal42
(1) Ketentuan tingkat dan jenis Hukuman Disiplin sedang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dalam
Peraturan Pemerintah ini, berlaku setelah Peraturan
Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan berlaku.

(21 Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah mengenai
Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud padp. ayat
(1), penjatuhan Hukuman Disiplin sedang berlaku
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (31

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 43

Ketentuan Peraturan Pemerintah ini mutatis mutandis
berlaku untuk calon PNS.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 45
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
1. Peraturan perundang-undangan yang merupakan

pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan
mengenai Disiplin PNS yang ada sebelum berlakunya
Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang
Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta
(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3O21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135), sepanjang tidak
mengatur jenis Hukuman Disiplin sedang, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar. . .

SK No 106893 A



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

Agar setiap
pengundangan
penempatannya
Indonesia.

-34-

orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Pemerintah ini dengan
dalam Lembaran Negara Republik

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

rtd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 1 Agustus 2O2l

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O2I NOMOR 202

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
Perundang-undangan

strasi Hukum,

trd
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 94 TAHUN 2021

TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara, untuk
menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas,

PNS wajib mematuhi ketentuan mengenai Disiplin PNS. Selama ini
ketentuan mengenai Disiplin PNS telah diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 53 Tahun 2OlO tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dengan

ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4 tentang Aparatur
Sipil Negara, ketentuan mengenai Disiplin PNS tersebut perlu disesuaikan.

Untuk mewujudkan PNS yang berintegritas moral, profesional, dan

akuntabel, diperlukan peraturan Disiplin PNS yang dapat dijadikan
pedoman dalam menegakkan disiplin. Penegakan disiplin dapat mendorong

PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi

kerja serta berintegritas moral menjadi pertimbangan dalam

pengembangan karier.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang
Desa, PNS yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa juga wajib menaati

ketentuan peraturan Disiplin PNS antara lain setia kepada Pancasila,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara

Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah. Dalam melaksanakan
tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan wajib menerapkan prinsip-
prinsip pemerintahan yang baik (good gouernance) serta bersikap disiplin,
jujur, adil, transparan, dan akuntabel.

Peraturan . . .
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Peraturan Pemerintah tentang Disiplin PNS ini antara lain memuat
kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada
PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan Hukuman
Disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan
pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan
berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan
datang.

Dalam Peraturan Pemerintah ini secara tegas disebutkan jenis
Hukuman Disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu Pelanggaran

Disiplin. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pejabat yang

Berwenang Menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan
Hukuman Disiplin. Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi

Pejabat yang Berwenang Menghukum telah ditentukan dalam Peraturan
Pemerintah ini.

Penjatuhan hukuman berupa jenis Hukuman Disiplin ringan, sedang,

atau berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh

PNS yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan latar belakang dan

dampak dari pelanggaran yang dilakukan.

Kewenangan untuk menetapkan keputusan pemberhentian bagi PNS

yang melakukan Pelanggaran Disiplin dilakukan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Selain hal tersebut di atas, bagi PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin
diberikan hak untuk membela diri melalui Upaya Administratif, sehingga

dapat dihindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam penjatuhan

Hukuman Disiplin.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas
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Pasal 3

Huruf a
Yang dimaksud dengan "setia dan taat sepenuhnya kepada
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
Pemerintah" adalah setiap PNS di samping taat juga
berkewajiban melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebijakan negara dan
Pemerintah serta tidak menentang Pancasila, dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan"
adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang
mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh
lembaga negAra atau pejabat yang berwenang melalui
prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "tugas kedinasan" adalah tugas yang
diberikan oleh atasan yang berwenang sesuai dengan:

a. perintah kedinasan;
b. peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian

atau peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian; dan

c. peraturan kedinasan.

Huruf f
Kewajiban menunjukkan integritas dan keteladanan dalam
sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang,
baik di dalam maupun di iuar kedinasan termasuk
melaksanakan kewajiban bekerja dengan jujur, tertib, cermat,
dan bersemangat untuk kepentingan negara dan pemerintah.

Huruf g. . .
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Huruf g
Kewajiban menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat
mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan termasuk melaksanakan
kewaj iban menj unj un g tin ggi kehormatan ne gara, pemerintah,
dan martabat PNS.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan "Masuk Kerja dan menaati ketentuan
jam kerja" adalah kewajiban melaksanakan tugas sesuai
dengan ketentuan sistem kerja yang dapat dilaksanakan
melalui fleksibilitas dalam pengaturan lokasi dan waktu
bekerja.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan "memberikan kesempatan kepada
bawahan untuk mengembangkan kompetensi" adalah
memberikan kesempatan pada bawahan untuk meningkatkan
kemampuan antara lain memberikan kesempatan mengikuti
rapat, seminar, pelatihan, dan pendidikan formal lanjutan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf i. . .
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Huruf i
Yang dimaksud dengan "pemberian yang berkaitan dengan
tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan" termasuk memberi atau
menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik
secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih
apapun.

Pasal 5

Huruf a
Yang dimaksud dengan "menyalahgunakan wewenang"
meliputi tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan
wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang. Lingkup
penyalahgunaan wewenang termasuk tindakan melakukan
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan
pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan
tujuan pemberian kewenangan tersebut.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan "memiliki, menjual, membeli,
menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik
bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga
milik negara secara tidak sah" adalah perbuatan yang
dilakukan tidak atas dasar ketentuan termasuk tata cara
maupun kualifikasi barang, dokumen, atau benda lain yang
dapat dipindahtangankan.

Huruf g. . .
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Huruf g

Yang dimaksud dengan "pungutan di luar ketentuan" adalah
pengenaan biaya yang tidak seharusnya dikenakan atau
penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan uang,
barang, atau bentuk lain untuk kepentingan pribadi atau
pihak lain baik dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-
sama.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "melakukan kegiatan yang merugikan
negara" termasuk kegiatan yang dilakukan bersama dengan
atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam
maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk
keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, baik secara
langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan
kerugian keuangan negara.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "menerima hadiah yang berhubungan
dengan jabatan dan/atau pekerjaan" termasuk menerima
hadiah, padahal diketahui dan patut diduga bahwa hadiah
tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena
telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Huruf I

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n .
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Huruf n

Angka 1

PNS sebagai peserta kampanye hadir untuk
mendengar, menyimak visi, misi, dan program yang
ditawarkan peserta pemilu, tanpa menggunakan
atribut partai atau atribut PNS.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "menggunakan atribut partai"
adalah dengan menggunakan dan/ atau memanfaatkan
pakaian, kendaraan, atau media lain yang bergambar
partai politik, calon Presiden/Wakil Presiden, calon
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota
Dewan Perwakilan Ralcyat, calon anggota Dewan
Perwakilan Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah dalam masa kampanye.

Yang dimaksud "menggunakan atribut PNS" adalah
menggunakan seragam Korpri, seragam dinas,
kendaraan dinas, dan lain-Iain.

Angka 3

Yang dimaksud dengan "peserta kampanye" adalah
PNS bertindak sebagai pelaksana kampanye, petugas
kampanye ltim sukses, tenaga ahli, penyandang dana,
pencari dana, dan lain-lain.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Pasal 6. . .
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Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat 12)

Huruf a
Teguran lisan merupakan jenis hukuman ringan yang
dituangkan dalam surat keputusan Pejabat yang
Berwenang Menghukum serta dinyatakan secara lisan
oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum dan
disampaikan kepada PNS yang melakukan Pelanggaran
Disiplin.

Huruf b
Teguran tertulis merupakan jenis hukuman ringan yang
dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh Pejabat
yang Berwenang Menghukum kepada PNS yang
melakukan Pelanggaran Disiplin.

Huruf c
Pernyataan tidak puas secara tertulis merupakan jenis
hukuman ringan yang dinyatakan dan disampaikan
secara tertulis oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum
kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a)

Huruf a
Yang dimaksud dengan "penurunan jabatan setingkat
lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan" adalah
penurunan jabatan pimpinan tinggi, jabatan
administrator, jabatan pengawas atau jabatan fungsional
menjadi jabatan setingkat lebih rendah dari jabatan
semula selama 12 (dua belas) bulan.

Huruf b. . .
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Huruf b

Yang dimaksud dengan "pembebasan dari jabatannya

menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan"

adalah pemberhentian dari jabatan pimpinan tinggi,
jabatan administrator, jabatan pengawas atau jabatan

fungsional dengan menugaskan ke dalam jabatan

pelaksana.

Huruf c

Jenis hukuman pemberhentian dengan hormat tidak

atas permintaan sendiri sebagai PNS sebagaimana

contoh berikut:

Seorang PNS bernama A, menduduki jabatan sebagai

Kepala Bidang Peningkatan Kinerja PPPK. Yang

bersangkutan diduga melanggar ketentuan tidak Masuk

Keda tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama

10 (sepuluh) hari kerja. Setelah dilakukan pemeriksaan

oleh atasan langsungnya bersama tim pemeriksa, terbukti
yang bersangkutan tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang

sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari keda.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka atasan langsung

melaporkan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum

yaitu Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang

Berwenang Menghukum dan Pejabat Pembina

Kepegawaian menjatuhkan Hukuman Disiplin berat

berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas

permintaan sendiri.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas
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Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Contoh:

Seorang PNS dari bulan Januari sampai dengan bulan
Maret 2Ol9 tidak masuk bekerja selama 3 (tiga) hari kerja
maka yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin
berupa teguran lisan.

Selanjutnya, pada bulan Mei sampai dengan Juli 2OI9
yang bersangkutan tidak Masuk Kerja selama 4 (empat)
sampai dengan 6 (enam) hari kerja. Dalam hal demikian,
maka yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin
berupa teguran tertulis.
Selanjutnya, pada bulan September sampai dengan bulan
November 2019 yang bersangkutan tidak Masuk Kerja
selama 7 (tujuh) sampai dengan 1O (sepuluh) hari kerja.
Dalam hal demikian, maka yang bersangkutan dijatuhi
Hukuman Disiplin berupa pernyataan tidak puas secara
tertulis.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (21

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c .
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